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BABI

PENDAIIULUAN

A.   Latar Belalcang Masalah

Pcmbangrnan  yang  dilaksanakan  sekarang  ini  merupaka`n  proses  sosial

dan  ekonomi  yang  berlangsung  secara  terus  menerus  }iang  jngin  dicapai  ialah

pembangunan     manusia     Indonesia     seutuhnya     dan     pembangunan     seluruh

masyarakat  Indonesia .dengan  azas  adil  dan  mcrata.  Artinya,  bahwa  hasil-I-lasil

baik    maten.al    maupun    spritual    harus   dapat   dinikmati    oleh   seluruh   rakyat

Indonesia.  Maka  dibutuhkan  pemerintahan  yang  kuat  dan  mampu  menghadapi

hambatan-hambatan  yang  terjadi  dalam  pclaksanaan  pembangunan  masyarakat

Indonesia.

Pembangunan  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah`biasanya  ditriangkan

dalam  mekanisme  proyek-proyek  pembangunan.   Proyek-proyek   pembangunan

harus  termuat  dcngan jclas  tuj.uannya  (Obycktivc),  sasaran  yang  akan  dicapai

(target)`, cara mengukur keberhasilannya (performance eval uation), jangka waktu

`pelaksanaannya, cara melaksanakan, kebijakan untuk menjamin proyek itu dapat

dilaks=nakan,    biaya    serta.  tenaga   yang   diperlukan    dan    badan    yang   akanra

melaksanakannya.

Apabila  proyek  itu  merupakan  bagian  dari   kegiatan  yang  li`bih  besar,

biasanya  disebut  progLTam.  hal,us  jelas  keterkajtan  proyek  dengan  tujuan  dan

sasaran  program,  serta  dcngan  proyek-proyck  lain  yang  berada  dalam  program



yang  sama.  Dalam  pelaksanaannya,  proyek  dapat  dilakukan  sendiri  oleh  badan

pemerintah,  balk  oleh  pemilik  proyek  maupun  badan  pemerintah  lain,  balk  di

tingkat  .pusat   maupun   daerah   dalam   hal   ada   otonomi.   Untuk   itu   perlu   ada

mobilisasi      tenaga      ser[a      kesiapan      lembaga      pemerintah      yang      akan

melaksanakannya.

Proyek   dapat   pula   dilaksanakan   oleh   badan   lain   di   luar  pemerintah,

`biasanya  peTusahaan  swasta,  baik  asing  maupun  dalam  negeri  atau  campuran.

Badan  tersebut  dapat  ditunjuk  langsung  atau  dapat  dipilih  me'lalui  pelelangan.

Pelelang.an   biasanya   mcrupakan   cara   tcTbaik,   karcna   dala.in   pclclangan   ada

persaingan yang  sehat yang menguntungkan baik-secara teknis maupun dart  segi

"-biaya..   Selain  itu,  pcngadaan  barang  dan  jasa  untuk  proyek  pembangunan  ini

merupakan     baik     yang     peka     dan     raw;n      terhadap      tindakar}-tindakan

penyelewengan.  0leh  karena  itu, dalam  pelaksanaan pcmbangunan  keterbukaan

dan       kebertanggungjawaban.      diperlukan       untuk       mencegah       terjadinya

penyele\`-engan, pemborosan dan kebocoran.

Ketersediaan  data/informasi  yang  lcngkap  dan.akurat  sangat  diperlukan

dalam    pelaksanaan    pembangunan,    bahkan    menjadi    modal    pokok    dalam

-----
perencanaan,  sehingga  peTlu  dikelola -sccara  balk.  Untuk  itu  kebcradaan  system

informa;i     yang     andal     menjadi     kebutuhan     mutlak     dalam      pelaksanaan

pembangunan dan berperan dalam .stTategi pembangunan masyarakat dcsa.



•      Banyaknya     kegiatan     pembangunan     yang     harus     dilakukan     oleh

pemen.ntah,  setidak-tidaknya pada tahap  awal  pembangunan  yang paling utama

ialah  peinbangunan` prasarana  dasar,  baik  prasarana  ekonomi   maupun   sosial.

Prasarana ekonomi  meliputi peThubungan dan prasarana jalan, energi  irigasi, dan

sebagainya.  Prasarana  sosial  meliputi  prasarana pendidikan .seperti  sekolah,  dan

prasarana  kesehatan  seperti  rumah  sakit.  Disampl.ng prasarana  fisik,  pemerintah

.juga perlu memperhatjkan pembangunan  lembaga-lembaga sosial, balk  lembaga

po]itik, hokum, budaya maupitn ekonomi.

Dalam  penelitl.an  I.ni  yang mcnjadi  fokus  perhatian  adalah  peranan camat    .

dalam   pembangunan   prasarana  jaliin  di   Kccamatan   Mappedeccng   Kabupaten

Luwu   Utara.   Pembangunan   yang   dilaksanakan   di   tingkat   kecamatan   adalah

merupak;:ri tugas dan tanggung ja\vab pemen-ntah kecamatan yang dipjmpin oleh

seorang   camat   sebagai   administrator      pembangunan   dl.   wil.ayahnya.   Camat

hendaknya   me-melihara   terlaksana.nya   pembangunan   masyarakat   desa,    fisik

niaupun non  fisik  dan menjalankan  roda pemeT].ntahan yang mempunyai dl.siplin

tinggi,   berwibawa   dan   bertanggung  j.awab   dalam   menjalankan   tugas   serta

memberikan pehayanan yang terbaik terhadap masyarakat.
-I-E=

Untuk   melakT;anakan   tugas-tugas   yang   diemban  `oleh   seorang   cainat

terutama   dalam    hal    pelaksanaan    pembangunan       di    masyarakat   desa   dan

hambatan-hambatan    yang   akan   di.hiidapi    d.alam    pelaksanaan    pembangunan

masyarakat desa di  Kecamatan  Mappedeceng, in.aka dibutuhkan peranan seorang



camat  yang  mempunyai  jiwa  untuk  membangun  masyarakatnya  dalam  hal  ini

masyarakat Kecamatan  Mappedeceng yang sehat fisjk, mental  demi  tercapainya

masyafakat  adil,  makmur  dan  merata.  dan  pemerintah  yarig  bersih,  berwibawa

dan bertanggung jawab serta bertaqwa terhadap AIlah SWT sesuai dengan tujuan

cita-cita bangsa dan negara Indonesia dalam UUD  I 945.

8.   Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan  uraian  latar belakang  masalah  seperti  yang  lelah  diuraikari

sebelumnya,   serta   luasnya   permasalahan,   maka   penulis   membatasjnya   pada

peranan   camat   dalam   pembangunan   masyarakat   desa   yang   dilaksanakan   di

Kecamatan Mappedeceng.

Sehubungan batasan masalah di alas, maka berikut ini akan dikemukakan

rumusan masalah dalam penulisan skrl.psi ini, yaitu :

I.    Bagaimana peranan  camat dalam  pcrencanaan  pembangunan prasarana jalan

di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara ?

2.    Bagaimana  peranan  camat dalam  pelaksanaan  pcmbangunan  prasarana jalan

di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara ?

3.    Bagaimana peranan camat dalaih koordinasi.pembangunan prasaranajalan  di

Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara ?

4.    Bagaimana  peranan  camat  dalam  pengawasan  pembangumTI  prasaTana jalan

di Kgcamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara ?



C.  Tujuan dan Kegunaan Perielitian

I..    Tujuan penelitian.

a.    Untuk    mengetahui    sejauhmana    peranan    camat    dalam    perencanaan

pembangunan  prasarana  j.alan  di   Kecamatan   Mappedeceng  Kabupaten

Luwu Utara.

b.    Untuk    mengetahui    sejauhmana    peranan    camat    dalam    pelaksanaal]   .

pembangunan  prasarana  jalan  di   Kecamatan  Mappedeceng  Kabupaten

Luwu Utara.

c.    Uqtuk     mcngL.tahui     sejauhmana    peranan     camal     dalam     kot)rdinasl.

pembangu.nan  prasarana  jalan  di   Kecamatan   Mappedeceng  Kabupaten

Luwu Utara.

d.    Untuk    mengetahui    sej.auhmana    peranan    camat    dalam    pengawasan

pembangunan  prasarana  jalan  di  Kccamatan  Mappedeceng  Kabupaten

Luwu Utara.

2.    Kegunaan  peneliti.an

a.   Sebagai bahan masukan dan  informasi  bagi  aparat dalam  merencanakan,

me]aksanakan,   . mengkoordinasikan     dan     mengawasi     pembangunan

prasarana jalan di  Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.

b.    Diharapkan  dapat  memberi.kan  masukan  bagi  aparat  Kantor  Kecamatan

Mappedcccng dalam memecahkan masatah dan hambatan yang dihadapi.



c.    Diharapkan    dapat   berguna   sebagai    refcrensi   di    perpustakaan   oleh

mahasiswa  yang  akan  membahas  masalah  atau  mene]iti  masa[ah  yang

`      sama yang mendukung dan sebagai bahan bacaan mahasiswa.

D.   Ker5.ngka Konseptual

;    Pada dasam.va perencanaan pembangunan merupakan dasar dan pedoman

bagi   penye]enggaraan   pembangunan   nasional   maupun   perkotaan,   khususnya

pembangunan   di   Kecamatan   Mapedeceng  Kabupaten   Luwu  Utara.   Mengenai

penyusunan  perencanaan  pembangunan  di  Kabupaten  Luwu  Utara  diserahkan

pnda  salah  satu  seksi, yaitu  seksi  pembangunan  merupakan  bagian  dan.  struktur

organisasi  pada  Kantor  Bupati  Luwu  Utara,  berdasarkan  Keputusan  Gubemur

Kepala  Daerah  Tingkat  I  Sulawesi  Selatan  Nomor 668/V/1978 tentang Susunan

OrganisasLdan Tata Keja Pemerintah Wilayah Kabupaten Luwu-Utara.

Peranan    camat    dalam    pembangunan    adalah    merupakan    manajer

pembangunan.   0leh   karena   itu   camat   selaku   manajer   pembangunan   wajib

melakukan  perencanaan. pelaksanaan, koordinator, dan evaluator pembangunan.

Dan.  sudut  pandang  ini  penulis  sangat  tertarik  untuk  mengkaji`  meneliti  dan

mengevaluasi    lebih    da]am    betapa    pentingnya    :    "Peranan    Camat    dalam

pemt;angunan prasarali.a jaran di pedesaan khususnya di tingkat kecamatin" yang .

ditetapkan sebagai judul shipsi.

``.



Salah  satu  segi  pentingnya  proses  perencanaan  adalah  pelaksanaannya

dan   untuk  itu  diperlukan  suatu  admjnistratif  negara  yang  mendukung  usaha

perencanaan       dan       pelak'sanaan       pembangunap      tersebut.       Perencanaan

penyempumaan  administratif negara dan  pembinaan  sistem  administratif untuk

turut     mendukung     perencanaan     d'an     pelak§anaan     pembangunan,   `-perlu

direncanakan bagian integral .dan. perencanaan pembangunan itu sendin..

Dalam tahap penyusunan perencanaan diharapkan partisipasi dan. semua

pihak yang terlibat dalam  perencanaan sebab pada saat penyusunan  perenc.allaan

akan    menentukan    langkah    selanjutnya    dalam    merealisasikan    pcrencanaan

tersebut.  KeteTljbatan  semua  pihak  dalam  k.egjatan  ini,  akan  membawa  dampak

tersendiri jika tidak didasaTkan pada kebijaksanaan yang telah ditetapkan.  Karena

sasaran yang ingin dicapai adalah bagaimana pelaksanaan daripada perencanaan

pembangunan tersebut diketiakan untuk waktu yang akan datang.

Program  atau  pelaksanaan -pembangunan prasarana jalin masing-masing

bidang   atau   sektor  terdiri   dari   berbagai   program   pembangunan   yang   harus

dilaksanakan.    Program    pembangunan   jalan    ini    terdiri    dari    proyek-proyek

pembangunan  yang  merupakan  unit  terkecil  dari  proyek-proyek  peinbangunan

yang    menipakan    unit    terkecil    daripada    aktivitas    investasi    yang    harus.

diperhitungkan dalam proses perencanaan.

Menyadari   keterbatasan   ini   dikaitkan   dengan   kemampuan   di  daerah

menyediakan   anggaran   darl.pada   pendapatan   daerah,   maka   untuk   membantu

kesulitan pemerintah daerah. maka pemerintah pusat member-kan bantuan proyel-



pemb.angunan   jalan   khususnya   pada   pemerintah   daerah   tingkat   11   melalui

program lnpres bantuan pem6angunan jalan di daerah tingkat 11.

Dalam   pelaksanaan   pembangunan   khususnya   di   daerah.  melibatkan

berbagai  instansi  terkait.  Dengan demikian pemerintah setempat harus berperan

aktif dalam mengkcordinasikan pembangunan dengan instansi-instansi terkait.

Untuk mencegah tejadi penyimpangan dalam pelak§anaan pembangunan

maka diperlukan pengawasan dari  suatu instansi.  0leh karena itu camat sebagai

manajer pembangunan di  tingkat kecamatan perlu memajnkan peran aktif untuk

melaksanakan  pengawasan  setiap  proyek  yang  dilaksanakan  di  daerahnya  agaT

tidak  terjadi  penyimpangan  dan  dapat tercapai  tujuan  pembangunan yang yangf

telah ditetapkan.

Dengan  dem'ikian  suatu  proyek  atau  pembangunap  sangat  dipengaruhi

oleh dan tergantiing pada :

1.    Balk tidaknya perencanaan

2.    Masalah   teknik   yang   menyangkut   pelaksanaan   kegiatan   proyek

tersebut.

3.    Koordinasi   antar  lembaga  yang  terkait  dalam   pelaksa.nan   proyek

tersebut.

4.   Pelaksanaan pengawasan yang sungguh-sungguh

5.    Faktor ekstem yang mempengaruhi kegiatan proyek.

6.   Manajer   proyek   dan   tenaga   yang   digunakan   dalam   pelaksanaan

proyek..



Untuk lebih jelasnya penulis menggambaTkan kerangka konseptual dalam

bentuk bagan sebagai berikut :

I

BAGAN  KERANGKA  KONSEPTUAL

TUGAS CAMAT
Bidang pemerintahan
Bidang I)cmbangunan
Bidang pcmbinaan
masyarakat    h

PERANAN CAMAT
• Merencanakan pemba-

ngunan prasarana jalan
•  Melaksanakan

kegiatan-kegl.atan pcm-
bangunan prasarana
jalan

•  Mengkoordinasikan

pelaksanaan pemba-
ngunan prasararia jalan.

•  Mengawasi pelaksana-
an pembangunan
prasarana ialan

Terciptanya       „
Prasarana Jalan
Dalam Menunjang
Kelancaran
Prasaranajalan
Dalam wilayah
Kecamatan

~   D.  Metode penelitian

I.    Tipe dan Jenis penelitian

a.    'I`ipe pene]itian yang penulis gunakan dalam penyusunan ini adalah survei

yang dimaksudkan untuk bertujuan memperolch gambaran yang jelas dart

obyek permasalahan yang diteliti,

b.    Jenis  pene]itian  yang,  penulis  pergunakan  da]am  penyusunan  ini  adalah

penyusunan  deskriptif,  maksudnya  untuk  memberikan  gambaran  peranan

camat` dalam pembangunan masyarakiit desa di  Kecamatan  Mappedeceng

Kabupaten Luwu utara.    .



pegawai  pada  kantor  Kecamatan, Mappedeceng  Kabupaten  Luwu  Utara

sebanyak  10 orang (tidak termasuk camat) ditambah dengan Kepala Desa

dan  Sekdes yang ada dalam  wilayah Kecamatan Mappedeceng sebanyak

30 Orang

b.    Sampel; berhubungjumlah populasi penelitian  ini tidak cukup  loo orang,

maka  Teknik isampel  yang  dipergunakan  adalah  sample jenuh  artinya

semua populasi  dijadikan sebagai  anggota sampel/responden sebanyak 40

0rang.

3.   Teknik pengumpulan Data

a.    Observasi

Yaitu penelitian dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap

obyek    yang    akan   .ditelitj    untuk    memperoleh    data   dan    tanggapan

responden.

b.    Interview

Cvaitu  mengadakan  \vawancara  langsung  terhadap  responden  mengenai

bagaimana    peran    camat   dalam    pembangunan    masyarakat   desa    di

Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.

c.    Kuesioner

Pengumpulan   data    mel?_lui    ro;mulir   yang   berisi  .pertartyata-p    kcpada

pegawai kantor Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.
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4.   Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Data  yang  tclah  diperoleh   me]alui   kuesioner  dideskripsikan  secara

sederhana  dengan  menggunakan  label  distribusi  frekuensi.  Data  kuantitatif

yang ada dalam tabel  akan dianall.sis secara kunlitatl.f yang dipadukan dengan  .

hasil  observasi  dan  wawancara  untuk  dipero]eh  gambaran  yang  utuh  tentang

permasalahan yang ditel ill..
.`

E.   Sistematiha Peml)aliasan

Pcnyusunan  ini  terdi.ri  dari  5  bab  dan  kelima bab  terse.but dibagi  dalam  beberap.a

sub-sub yang terdiri  :

Bab     I     yai.tu pendahuluan yang tcrdiri dari la(ar be]akang masalah, pembatasan

dan    ruil`iisa!i    masalal``   tujuan    dan    kegunaan    penelitian,    kerangka

konseptua], metode penel itian, dan-'§'istematika pembahasan.

Bab      1]       yaitu tinjauan  pustakii yang  membahas  tentang  beberapa  pengertian,

Dasar  dan  Tuj.uan   Program   Pemtbangunan.   Pembangunan   Prasarana

jalan, dan Kepeml.mpinan Camat dalam pembangunan masyarakat desa

di Kecamatan Mappedeceng.

Bab     Ill  ben.si  tentang  Sejarah  Singkat  Berdirinya  Kecamatan  Mappedeceng,

Struktur organisasi, dan Tata KeT.a m`asing-masing bagian.

Bab  IV  membahas tentang peranan camat dalam  pembangunan  masyarakat' desa

dan    factor-faktor   yang   menghambat    camat    dalam    pcmbangumn

• masyarakat desa.

Bab  V berisikan tentang kesimpulan dan .iaran-saran.



BAB   11

TINJAUAN   PUSTAKA

A.   Beberapa Pcngertian

Uptuk    memberikan    pemahaman    terhadap   judul    ini,    maka    penulis

mengemukakan  beberapa  definisi  yang  digunakan.   Hal   ini  dimaksudkan  agar

tidak teriadi kesalapahaman bagi pembaca.

1.    Pcngertian peranan c?mat

Peranan   dapat   diartikan   sebagai   sesuatu  yang  amat   penting.   Bila

seseorang melaksanakan ha.k dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya

berarti ia menjalankan suatu pcranan.

Drs.  Surjono  Sukamto dalam  bukunya Penyempumaan Adminjstrasi

Pemerintahan   Dalam   Pembangunan   Nasional   mengemukakan   bahwa   "

1'eranun udulah uspek dinumi.s dari  kediidukan ulau slalus  se.suunl"  (1985 ..

237)

Dari   definisi   di. atas   maka  jelaslah   bahwa   peranan  adalah   aspek

dinamis dari  kedudukan atau status orang-orang tertentu dalam menjalankan

tu8asnya

Sebelum  memasuki  pengertian  pokok  tentang  camat,  maka  penulis

terlcbih dahulu memberikan landasan pelaksanaan pemerintahan daerah yang

menjadi   sumber kekuatan hukum  pemerint;ham  daerah adalah berdasarkan

UUD  1945 pasal  18 yaitu mengatakan bah\\'a :
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"Pembag].an  daerah  Indonesia atas  daerah  besar dan  kecil,  dengan

bentuk    susunan    pemgrintahannya   ditetapkan    dengan    Undang-
Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan
dalam  sistcm  pemerintahan  ncgara,  dan  hak-hak  asal-usul  dalam
daerah-daerah yang bersifat istimewa".

Berdasarkan      penjelasan      di      atas,      bahwa      ti`n{uk.   menjamih

terselenggaranya  tertib   pemerintahan   wilayah   Negara   Kesatuan   Republik

Indonesia peTlu dibagi atas daerah besaT dan kecil, balk yang bersira( otonom,

maupun yaTtg bersifat administratil`.

•  Oleh   karena   itu,   dalam   rangka  melanca.rkan   pembangunan     yang

tersebar di seluruh pelosok negara dalam rangka pembinaan kestabilan politik

serta    kesatuan    bangsa,    maka   diperlukan    hubungan   yang   serasi    antara

pemerintahan    pusat   dan   daerah   atas   dasar   keutuhan   negara   Republik

Indonesia, diarahkan pada pelaksanaan otonomi  daerah demi  perkembangan

dan pembangunan daerah yang adil, makmur dan merata.

Sebagai  realisasi  penyelenggaraan otonomi daerah; maka pemerintah

mengeluarkan  tJndang-Undang otonomi  daerah  No.  22 tahun  1999,  UU  No.

25 tahun  1999 tentang p€rimbangan keuangan antara pemerintahan pu.sat dan

da6rah  dan  peraturan  pemerintah  No.  25  tahun  2000  tentang  kewenangan

pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom.

Menumt   keputusan   Bupati   Luwu   Utara   nomor   243  tahun   2001

k9camatan  adalah  wilayah  ker.ia  camat  sebagai  perangkat daerah kabupaten

dan   daerah.   Sedangkan   camat   adalah   kepala   kecamatan   yang   bertugas

membantu bupati dalam kedudukannya selaku perangkat daerah kabupaten.
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Jadi   berdasarkan  pengertian  di  alas,  maka  peranan  camat  adalah

membantu. bupati  dalam  kedudukannya  selaku  perangkat  daerah  kabupaten

yang bertanggung jawab  atas pelaksanaan  pemerintahan,  pembangunan  dan

pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan.

2.    Pengertian pembangunan

Pada  tahap  awal   pembangunan,   peranan  pemerintah  sangat  besar.

Keg].atan pembangunan sebagjan besar adalah  usaha pemerinatah.  Bahkan di

negara   yarig   menganut   faham   sosialisme   yang   murni,   seluruh   kegiatan

pembangunan adalah tanggungjawab pemerintah.

Bintoro   Tjokroamidjojo   dalam   bukunya   ``Pengantar   Administrasi

Pembangunan  ( 1974  :  25)  mengatakan.:bahwa  :  /'L»mb"iiLJw/]w» "c/c//w/i .`.ww/i/

uNal.a  peruhahan  clari  I:tiatu  keadaan  {lun  ki]Iuli`Ki  keliiusyurakalar;  lerlelilu

kepada .siialu keadaan dan k()ndi.si keniuryarakalun yang aliqnggu|} lebih I)aik

(1974  : 25).

Jelaslah  bahwa  yang  dimaksud  pi3mbangunan  di  sini  adalah  suatu

usaha  mengadakan  perubahan  dari  yang  tidak  baik  menjadi  baik  dan  dari

keadaanyang balk menjadi  lebih balk lagi.

3.    Pengertian Masyarahat

Sebelum penulis menuju kepada pengertian rfiasyarakat, maka penulis

ter]ebili  dahulu.membaTias  mengef)ai  hidup  bcnnasyarakat.  Di  dalam  hidup
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bemasyarakat  kita  harus  mengerti  apa  yang  disebut  hidup  bemasyarakat,

karena  hidup  bermasyarakat  adalah  suatu  kehidupan  sekelompok  manusia

yang sating berinteraksi antara satu dengan yang lain.

Salah  satu  kehidupan  manusia yang  bersifat  umum  adalah

pada  dasamya  mempunyai  si fat  egojs.  oleh  sebab  itu  manusia  baTu  dapat  `ul

dikatakan  manusia  apabila  ia  dapat    hidup  disekelilingnya  bersama  dengan

manusia lainnya sehi.ngga makhluk hidup yang memkpunyai perasaa-n sosial.

Sosiologi   adalah   ilmu   pengetahuan   yang   membahas      soal   hidup

bermasyarakat, maksudnya yang disel idiki selal u obyeknya ialah masyarakat.

Selo  Soemardjan  dan  Soelaiman  Soemardi  dalam bukunya Sosiologi

Pendidikan  oleh   Drs.   Ar}.   H.   Gunawan   mengatakan  ba.hwa   :  Mci.`.,vc/rc/Aa/

uclalah  hul)ungan  qnlara   kekiialan-kekualan  alari   benluk  maryurakal   dan

dengan kehidupan inalividu" (._boo .. 4).

Dari    kedua-   definisi   tersebut   di   atas   dapat   disimpulkan   bahwa

masyarakat   adala-h`. tempat   orang-orang   hidup   bersama  yang   merupakan

kekuatasn dari bentuk mas}iarakat yang menghasilkan kebudayaan

5.    Pengertian Desa

Apa yang dimaks.ud desa.  atau  lebih tegas lagi definisi desa.  Berhasil

atau   gagalnya   suatu  pembangunan   di   desa   akanl  dipengaruhi   oleh   sikap

masyarakat desa.

Prof.  Bintarto  dalam  bukunya  "Sosiologi  Kota  dan  Desa"  oleh  Drs

Supri   Imam   Asy'ari     mengatakan  bahwa   :   ../Jc`.w.  #t/ci/"/i  .wcww  Ac..`.¢/!t4N



hukum    dimana    berlempal    linggal    sualu    masyaraial    yang   berkua.sa

mengedakan pemerinlahan sendiri " (\999 ., 94).

Selanjutnya definisi  desa menurut Prof.  Drs.. R.  BintaTto yang,dikutif

oleh  Drs.  I.  Nyoman  Beratha  dalam  bukunya "Desa,  Masyarakat Desa dan

Pembangunan Desa mengatakan sebagai .berikut :

i    "Desa  adalah   suatu  perwujudan   geografis  yang  ditimbulkan   oleh
unsur-unsur   fisiografis   sosial   ekonomi,   politis   dan   kultural   yangr
terdapat   di   situ   dalam   hubungannya   dan   penganin   timbal   balik
dengan daerah-daerah lain" (1982 : 26).

.    Jadl' jelaslah  bahwa  desa  merupakan  perwujudan  geografis  dan juga

merupakan  s;tu kesatuan hukum, sosial  ekonomi, potik dan kultural di  mama

bertcmpat.tinggal  masyarakat  untuk  mengadakan  intcraksi  dengan  daerah-

daeiah lain dan mengadakan pemerintahan sendiri.

8.   Kepemimpinan camat

Sebagaimana    telah    dikemukakan    sebelumnya   bahwa   kepemimpinan

adalah      kemampuan      seseorang     dalam      membimbing.      menuntun      dan

mempengaruhi  orang  lain  agar  mau  mengikuti  kehcndaknya  dan  be.keriasama

dalam. rangka mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan.

Dalam  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 46  Tahun  1993  tentang.

Pedoman Organjsasi dan Tata Keria Pemerintah Kecamatan` pada Pasal 2 Angka

(I ). discbutkan  bahwa  "Camat  adalah  Kcpala  pemerintahan. Kecamautan  yang
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berada  di   bawah   dan  bertanggung  jawab     kepada  Bupati/Walikotamadya".

Selanjutnya pada Pasal 3 disebutkan bahwa :

Camat   mempunyai   tugas   memimpin   penyelenggaraan   pemerintahan,

A    pembangrnan      dan      pembinaa.n   . kehidupan      kemasyarakatan      serta

mcnyelenggarakan koordinasi atas kegiatan instansi vertikal, antar instansi

vertikal lainnya dalam   wilayah kecamatan.

Arti   lain  daripada  Camat  dan  Kecamatan   dikemukakan  oleh  Nor¢tiolt

dalzim  Sadu  (199]   :  2),  bahwa,  kajian  tentang  Kecamatan  berarti  mencakup  3

(tjga) 1ingkungan kefja :.

I.    Kecamatan berarti Kantor camat.

2.    Kecamatan dalam  arti wilayah, dalam arti Camat sebagai kepa]anya.

3.   Camat sebagai "pengetua wilayahnya".

Sebagai   kepala  wilayah,  maka  seorang  Camat  mempunyal  wewenang,

tugas dan kewaj`iban sebagai berikut :

I,     Membjna    ketentTaman    dan    ketertiban    diwilayahnya.  sesuai    dengan
•+.

kebijaksanaan        ketentraman    serta    ketertiban    yang    ditetapkan    oleh

pemerintah.

2.     Melaksanakan  segala  usaha  dan  kegiatan  di  bidang    pembinaan  ideologi

negara  dan  politik  dalam  negeri  serta  pembinaan  kesatuan  bangsa  sesuai

dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah.

3.     Menyelenggarakan koordinasi atas semua kegiatan instansi-instansi vertikal`

dan antara instansi vertikal dan dinas daerah.
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4.     Mengusahakan  secara  terus   menerus   agar  segala  peraturan   perundang-

undangan   serta  peraturan  daerah   dijalankan   oleh   instansi-instansi   yang

terdapat 'di  daerah  serta  rna.abat-pejabat  yang  ditugaskan 'untuk  itu  serta
I

mengambil   tindakan   yang   dianggap   perlu   untuk   menjamin   kelancaran

penyelenggaraan pemerintahan.      '.

5.     Melaksanakan   segala   tugas   bemerintahan   yang   dengan   atau   berdasar

peraturan perundang-undangan yang diberikan kepadanya.

6.     Melaksa'nakan  segala tugas pemerintahan yang tidak termasuk dalam tugas

suatu instansi  lain.

Selain   itu,   mcmbahas   tentang   kepemimpinan   Camat   tentunya   akan

dihadapkan   jd-engan    kepemimpinan    pemerintah     di     Indonesia     khususnya

kepemimpinan"  di   tingkat   Kecamatan,   sebagaimana  yang   dikemukakan   oleh

S. Pamndii   `(\995  ..  \). bth"a `.kepemimpiniln pemerinlal.  di  lnd(>nesiu adaluh

saluh .sa(ujeni.s kerfemimpinan di bidang pemerinlahun c]Iau kepemimpinan yang

dijalunkiln oleh riejul]ul-I)ejubul  I)emerinlilhun...

Berkaitan   dengan   itu   maka   kepemimpinan   Camat   dapat. dipandarig

sebagai  suatu  kemampuan  kepala  pemerintah  Kecamatan  dalam  membimbing,

menuntun  dan   in.empengaruhi   bawahannya   untuk  bekerjasama  dalam  rangka

pelaksanaan     tugas    pemerintahan,     pembangunan     dan     pelayanan     kepada

masyarak.at di wilayahnya.
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meningkatkan  mutu  lingkungan  hidup  dan  serasi   dengan   lingkungan
pr6yek-proyek lain di daerah yang bersangkutan

Adanya   bantuan   proyek   pembangunan  jalan  tersebut  tidaklah   berarti

bahwa .pemerintah setempat bebas menggunakannya atau dengan I(ata lain tidak

sepenuhnya  bantuan  tersebut  diserahkan  kepada  daerah tingkat  11  di  dalam  hal

penentuan  sasarannya,  akan  t.etapi  untuk  ketetapan  pencapaian  tujuannya  serta

kemanfaatannya.   0lehnya   itu  dalam  menggunakan  atau   penggunaan  bantuan

sasaran,  pemerintah  daerah  tingkat  11  diberikan  pengarahan  secara  umum  dari

pemerintah pusat.

Program    ini    selain    bertujuan    untuk    memperluas   dan    menciptakan

lapangan    keria,   juga    kaTena   program  .ini    adalah   melaksanakan   program

pembangunan  j-alan  proyek-proyek  pada  tingkat  Kabupaten/Kotam.adya  daerah

tingkat  11,  maka dengan demikian  program  ini  menunjang pelaksanaan rencana

pembangunan  di  tingkat  Kabupaten  dan  Kotamadya  Daerah -Tingk`at  11  Luwu

Utara.

D.   Pembangunan Transportasi

Pembangunan   pada   dasamya   ada.lab   bertujuan   untuk   meningkatkan

kesejahteraan   hidup  seluruh  rakyat  menuju  teTcapainya  masyarakat`  adil   dan

makmur, material dan spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut pemerintah

Orde  Ban  sejak  Rancangan  Pembangunan  Lima  Tahun  (REPELI.I`A  I)  sampai
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pada  (REPELITA  )  V  te,lab  menggalakkan  program  pembangunan  di  berbagai

bidang  kehidupan bangsa, balk politik , ekonomi, sosial  budaya dan pertahanan.

Usahatersebutdimaksudkanagarprogrampembangunandapatterlaksana;sp

merata dan dirasakan di seluruh wilayah tanah air. \
Pembangunan pada wilayah daerah merupakan salah satu pusat perhatian.

Hal   ini  'tentu  saja  didasari  oleh  suatu  pemikiran  bahwa  pembangunan  .adalah

suatu  yang  berhubungan  dengan  tugas-tugas  pemerintah.  Tugas  ini  merupakan

usaha.p'emerintah-untuk  mewujudkan pembangunan bangsa menuju kepada cita-

cita   bangsa   }.aitu   masy.arakat   adil   dan   makmur   berdasarkan   Pancasila   dan

Uiidalig-Uiidalig Dasar  I 945.

£Pembangunan  pada dasamya  akan  selalu  diartikan  dan  dikaitkan  dengan

suatu 'aktivitas  dan  interaksi  sosial  untuk  mencapai  tujuan  dalam  arti  kemajuan

atau peningkatan balk fisik maupun spn.tual.

Sondang  P.   Siagian,   mengemukakan   pengertian  pembangunan  sebagai

bcrikut :

`.l'embangunan    adalah    sebagai   .suatu    usaha    atau    rangka.ian    usaha

pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan sadar oleh
suatu bangsa,  negara dan pemerintah menuju modemitas dalam  rangka

pcmbinaan bangsa (Nation Building)" (1981  : 2 -3).

Sedangkan   menurut   Bintarto,   (1994   :   25)   mengemukakan   pengertian

pcmbanguTiari    scbagai    berikut.    :    "Pcmbangunan    mcrupakan    suatu    pToscs



22

L

perubahan  yang  kontinyu dan  terus  menerus  daii  suatu keadaan  yang dianggap

lebih balk",

Berdasarkan     ked.ua     defenisi     tersebut     dapat     disimpulkan     bahwa

pembangunan   adalah   suatu   proses  yang  terus  menerus  dilakukan   oleh  suatu

bangsa   secara   berencana   untuk   memperbail(i   tata   kehidupan   bangsa'  dalam
n,

berbagai aspek kehidupan seperti'ekonomi, sosial, budaya dan lain-laip. .

Jelaslah, bahwa yang dimaksu`d dengan pempangunan di sini adalah suatu

usaha  mengadakan  p-ertumbuhan  dan  perubahan  dari  yang  ti.dak  balk  menjadi

baik, dari keadaan yang balk diusahakan akan menjadi lebih baik lagi.

Dengan    meliliat    pengerlian    atau   perumusan    pembangunaT|    a.da

beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan, antara lain :

I.    Pembangrnan  merupakan  proses  yang  berarti  siiatu  kegiatan  terus  menerus

dilaksanakan.

2.    Pembangunan merupakan usaha yang sadar dilaksanakan.

3.    Pembangunan  dilaksanakan  secara  berencana  dan  perencanaan  berorientasi

kepada pertumbuhan dan perubahan.

4.    Pembangunan  mengarah  kepada  modemisasi    adalah  cara  hidup yang  baru

yang lebih balk dari pada sebelumnya.

5.    Modemitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersif.at multi dimensional

atau mencakup seluruh aspek kehidupan dan kesejahteraan masyaTakat.
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Bahwa  pembangunan  merupakan  pembaliaruan  suatu  masyarakat,  dan

dilaksanakan secara sadar bersama-sama sebagal bangsa dan sebagal. negara dan

berorientasi  pada  pembangunan  dan  pertumbuhan  ke  arah  pembaha.ruan  yang

sesuai dengan kepribadian bangsa menuju cita-cita bersama ialah masyarakat adil

dan makmur.

Dengan memperhatikan kedua defenisi tersebut di atas, maka bagi penulis

sendiri,  defenisi  pembangunan  itu  dapat  dirumuskan  sebagai  "segenap  usaha

perubahan,  pertumbuhan  dan  pemerataan  yang  dilakukan  dal`am  meningkatkan

kesejahteraan  rakyat secara adil  dan  merata".  Rumusan ini  didasarkan pada Sila

Keadilan   Sosial   Bagi   Seluruh   Rakyat   Indonesia,   yang   terkandung   di   dalam

falsafah Pancasila.

Dan rumusan terakhir ini kalau dianalisis secara mendal.am, maka ada tiga

hal pokok yang menonjol, yaitu :

1.    Pembangunan   adalah   suatu   proses   perubahan   yang   dil.akukan   terhadap

struktur   dan   pola   kehidupan,   misalnya   usaha   untuk   mengubah   struktur

perekonomian     yang     berdasarkan     pada     pertanian     ke     arah     struktur

perekonomian   yang   berdasarkan   pada   industri.   Termasuk   dal.am   proses

perubahan  ini   adalah  perubahan  sikap  dan  pola  berpikir  yang  tradisionil

menjadi sikap dan pola sikap dan pola berpikir yang maju.

2.   Pembangunan  adalah  suatu  pertumbuhan,  yang  berarti   bahwa  perubahan-

perubahan  sosial  yang  telah  ada  atau  akan  dilakukan  itu  harus  membawa
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akibat  adanya  pertumbuhan  dan  perkembangan  data,in  berbagal  kehidupan

bangsa.

3.   Pembangunan   harus   mengandung   aspek   pemerataan,   ini   berarti   bahwa

pembangunan  tidak  hanya  ditujukan  kepada  kepentingan  segelintir  orang,

€tetapi hasilnya harus dapat dibagi secara merata kepada seluruh  rakyat sesuai

•dengan    nilai    pengabdiannya    terhadap    pembangunan    tersebut.     Aspek

pemerataan  ini  tercermin  dalam  Trilogi  Peinbangunan,  yaitu  dalam  aspek

yang  pertama,  yakn.i   :  ..Pemerataan  pembangunan  dan  hasil-hasilnya  yang,

menuju pada terciptanya keadi lan sosial bagi seluruh rakyat".

jelaslah,  bahwa  aspek  pemerataan  merupakan  salah  satu aspek daripada

pembangunan nasional.

`!       Dalam  hubungan  ini  perlu  dikemukakan  tujuan  pembangunan  nasional

sebagaimana tercantum  dalam  ketetapan  Maj.elis Permusyarawatan Rakyat (Tap

MPR)   No.   II/MPR.1988   tent.ang   Garis-garis   Besar  Haluan  Negara  (GBHN),

bahwa :

"Pembangunan  nasional  bertuj.uan  untuk  mewujudkan  suatu  masyarakat

adil   dan   makmur   yang   merata   materil   dan   spiritual   berdasarkan
Pancasila  di  dalam  wadah  Negara  Kesatuan  Republik  Indoriesia  yang
merdeka,  berdaulat,  beTsatu  dan  berkedaulatan  rakyat  dalam  suasana

prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan damai"(1988 : 45).

Kalau tujuan daripada  pembangunan Tiasional yang sedang dilaksanakan

sekarang ini,  maka pada dasamya searah dan sesuai  dengan tujuan didirikannya

NcgaTa Kesatuan Republik Indonesia. Dengan perkataan lain, bahwa masyarakat

adil   dan   makmur   yang   dicita-citakan   oleh   seluruh   bangsa   Indonesia   sejak
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perjuangan  kemerdekaan  sampai  pada  saat  ini,  hanya  al(an  dapat  diwujudkan

dengan  adanya  kegja`Lan-kegiatan pembangunan nasional.  Tanpa usaha tersebut,

harapan dan cita-cita masyaTakat.adil dan makmur itu akan menjadi suatu impian

belaka.  Masyarakat  adil  dan  makmur tidak  begitu  saja  turun  dari  langit,  akan

tetapi   memerlukan   dan   keu..a   keras  dari   seluruh   rakyat   Indonesia  di   bawah

pimpinan pemerjntah bersama aparatumya.
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GAMBARAN UMUM DAERAII PENELITIAN

A.  Sejarah Singkat Berdirinya Kecamatan Mappedeceng

Pada dasamya suatu wilayah dibentuk dalam. suatu kesaluan admjnistTastif

didasarkan  atas  kebutuhan  daerah  sebagai  bentuk  penanganan berbagai  macam :

masalah  .daerah  tersebut.   Secara  umum,   daerah   yang   luas  wilayahnya   akan

mengalami kesulitan dan kewa[ahan dalam melayani masyarakat.

I-Ial  itulah yang menyebabkan  adanya pemekaran wilayah kecamatan  yang

luas   menjadi    kecamatan   perwakilan.    Kecamatan   Mappedeceng   merupakan

pcmekaTan dan. kecamatan Ma`§amba pada tahun  1993 yang kini menjadi lbukota

Kabupaten   Luwiu   Utara.    Peiesmian   kecamatan       perwakilan   Mappedeceng

menjadi  kecamatan  definitif`pada tanggal  28  Met  2001  oleh  Bu.pati  Luwu  Utara

M. Luthfi. A. Mutty.

Jarak  kantor  Kecamatan  Mappedeceng  dengan  lbukota  Kabupaten  Luwu

Utara (Masamba) yaitu 12 Kin, sedangkan jarak kantor Kecamatan Mabpedeceng

dengan jalan trams  Sulawesi  yaitu 7 kin.  Luas  Kecamatan Mappedeceng 275,50

Km2 denganjumlah penduduk 18.988  j,iwa yang terbagi dalam  15 desa.

Kemudian untuk lengkapnyadapat dilihat pada tabel  1  berikut ini :
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Kebudayaan masyarakat Kecamatan Mappedeceng sangat majemuk karena

terdiri  dari  berbagai  suku yaitu  Bugis  Makassar,  Jawa,  Toraja,  Bali,  Sunda dan

Loinbol(.

Agama yang dianut oleh masyaral(.at Kecamatan Mapped eceng           adalah

Agama   Islam,   Kr].sten,   hindu,   tetapi   rna-yoritap   ber.agama   Islam.   Walaupun  I

masyarakat Kecamatan Mappedeceng bermacam suku dan agama namun meTeka :`L

tetap memelihara kerukunan antara pemeluk agama dan mempunyai sjfal gotong

royong yang masih kental  dalam  lingkungannya.  Tingkat pendidikan  masyarakat. .

Kecamatan Mappedeceng mulai dari yang buta huruf, tamat SD, SMP, SMU dan

perguruan tinggi yang ada di  kota propinsi serta di luar propinsi.

Adapun    jumlah     pegawai     yang     bekerja     pada     Kantor     Kecamatan. -'

Mappedeceng adalah  11  personil yaitu :

Tabel 2
Jumlag dan Jabatan Pegawai kecamatan Mappedeceng

Kabupaten Luwu Utara

Nomor Nama J  a b a t 7a n
I Drs. Matoy Andi  Baso Camat
2 Sudarmin, SSTP Sekretaris camat
3 Chieruddin Mada Kasi Pemberdayaan masyarakat  .
4 Aming Bendahara Rutin

.5 Farida Bendahara Barang
6 Ny. Ludia. P Penyuluh Pertanian Lapangan  (PPL)
7 Drs.  Baso Rahmat Petugas. Penyuluh Lapangan   KB (PPLKB)
8 Aldin Unit Pengelola Pendapatan Daerah
9 Damayanti Unit Pengelola Pendapatan Daerah
10 Asmi Arsad Unit Pengelola  Pendapatan Daerah
11. N-enfah Sudana Unit Pengelola Pendapatan Daerah
Sumber : Kanto[ Kecamatan Mappedeceng. 2002
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8.  Struktur Organisasi Kantor Kecamafan Mappedeceng

Sebelum   memberikan   pembahasan   tentang   struktur   organisasi   k;ntor

Kecamatan  Mappedeceng,  maka` terlebih  dahulu  penulis  memberikan  definisi

stfuktur organisasi.

"Struktur  organisasi   adalah   suatu   gambar  yang     menggambarkan   tipe

::i:a;slat.Sb'jd¥nngdeg:nrtehmuebnuannga°nrg::i%ar;i#,edgTadr?ska#:ie:tasnwtea:;g::8
jawab,  rentang  kcndali  dan  sistem  pimpinan  onganisasi  (Drs.  Malayu  S.P.
Hasibuan;,1996  :  131).

Dari  definisi  di  atas,.jelaslah bahwa struktur organisasi .merupakan  bagian

terpcnting  dalam  suatu  organisasi,  karcna  struktur  organisasi  mcnggambarkan

\`rewenang   dan   wilayah   tugas   berdasarkan   jabatannya.    Dengan   wewenang

tersebut.    rna.ka    personil-peTsonil    sebagai    bagian    dari     struktur    organisasi

mempunyai  .tanggung   jawab   untuk   melaksanakan   tugas   yang   dilimpahkan

kepadanya.

Struktur orgahisasj  sangat bermanfaat dalam  pencapaian kesuksesan tugas

dan  pembatasan wilayah  keria masing-masing bagian dalam  organisasi.  Wilayah

kerja antara satu bagian dengan bagian lain tidak berhak untuk dicampuri, sebab

telah jelas pembagian menurut struktur organisasi.

Dengan dibentuknya struktur organisasi akan membelikan batasan tentang-.
piliak yang menjadi  pimpinan atau bawahan dalam  suatu oTeahisasi.  Untuk lebih

.  jelasnya    berikut    ini    digambarkan    struktur  .organisasi    kantor    Kecamatan

Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara sebagai be-rikut :



31

C.  Uraian Tugas dan Tata Kerja Camat

Strukti)T organisasi  sangat  penting,  namun  uraian tugas  tidak  kalah pentingnya.

Uraian  tugas  bermanfaat  untuk  memberikan  penjelasan  tugas  masing-masing

jabatan yang telah djjelaskan dalam struktur organisasi.

I.    Camat  mempunyai  tugas  menyusun  rencana,  memimpin  penye`lenggaraan

pemerintahan,   mengkoordinasikan   dan   mengendalikan   kecama,tan   dalam
-.

melaksanakan   sebahagian   tugas-tugas   peemelintahan,   pembangunan   dan

kemasyarakatan  sesuai  dengan  kewenangan-kewenangan  yang  dilimpahkan

•        olehbupati.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada uraian ( I ) di atas adalah :

a.    Menyusun rencana dan program keria sebagai pedoman

b.     Memberi   petunjuk  dan  arahan  kepada  sektretaris,  seksi  dan  bawahan

lainnya agar pelaksanaan tugas sesuai tujuan yang hendak dicapai.

c.    Membagi   tugas   kepada   sekretan.s,   seksi   dan   bawahan   lainnya   s.esuai

bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar.

d.    Menilai  hasil  kerja  sekretaris,  kepala  seksi  dan bawahan  lainnya dengan

cara mengevaluasi pelaksanaan tugas.

e.    Menilai prestasi keria sekretaris, kepala seksi dan bawahan lainnya untuk

pembinaan karier.

f.    Memimpin   penyelenggaraan   pemerintahan,   pelaksanaan   pembangunan

dan  pembinaan  kemasyarakatan  sesuai  kewenangan  yang  dilimpahkan

oleh bupati.
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9.    Menetapkan kebijakan yang dilimpahkan kepada lurah.

h.    Mengkoordinasikan  kegiaian-kegiatan  penyelenggaraan  pelayanan  lintas

kelurahan dan desa.

i.     Melakukan  koordinasi  atas  kegiatan  perangkat  daerah  lainnya  dengan

:      instansi vertikaaaan dalam wilayah kecamatan.

Ji..    Melakukan   pembinaan   ketentraman   dan   ketertiban   dengan   koTrdinasi

aparat keamanan yang terkait dalam wilayah kecamatan.

k.    M?Iakukann      pembinaan      dalam      rangka  --koordinasi      perencanaan

pembangunan,      pengendalian     dan      evaluasi     pelaksanaan     rencana

pembangunan lintas kelurahan dan desa.

.I.`    Melakukan   pembinaan   pelaksanaan   pembangunan   dan  'pemberdayaan

.I     masyarakat     kelurahan    dandesa    meliputi     perekonomian,     pertanian,

i        pen.ndustrian, koperasi dan penataan lingkungan berdasarkan kondisi dan

potensi wilayah.

in.  Melakukan bengurusan kelancaran produksi baTang danjasa publik.

n.    Melakukan   pembinaan   kesejahteraan   sosjal   kemasyarakatan   meliputi
`ty

pembinaan  keagamaan,  pendidikan,  ketarampilan masyarakat, .kesehatan

masyarakat dan sarana sosial kemasyaTakatan lainnya.

o.    Mengkaji  dan  menyusun  strategi  pembangunan  di  segala  bidang  secara

berkesinambungan  dengan  melibatkan  seluruh  tokoh  masyarakat  dalam

rangka pemberdayaan in asyarakat.
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p.    Melal(sanakan     tugas     sebagai     pejabat     pembuat    akta     tanah     dan

mengupayakan   penyelesaian   segala   permasalah-an   pertanahan   deng,a

mengkooTdinasikan dengan unit keria terkai.I.

q.    Melakukan    pembinaan    kebersihan    dan    keindahan    dan    pelestarian

lingkungan hidup bagi. masyar?kat.

r.     Melaksanakan   pembinaan   administrasi    bidang   umuin,    kepegawaian,

keuangan  dan  perlengkapan  untuk  menunjang pelaksanaan  tugas.pokok

dan fungsi.

s.    Melakukan    pendataan   pcmetaan   sumber-sumber   pajak   dan   retribusi

daerah serta sumber lainnya dalam rangka peningkatan PAD.

t.     Melakukan   pembinaan   dan   koordinasi   dengan   instansi   terkait  dalam

pelaksanaan gerakan'.pedul i kecamatan.

u.    Memberi  saran  altematif kepada  bupatj   untuk  kelancaran  pelaksanaan

tu8as.

v.    Membuat laporan pelaksanaan tugas

w.   Melaksanakan tilgas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.   Sekretariat       Kecamatan,      mempunyai       tugas      menyusun       rencana,

melaksanakan.    tugas-tugas     kesekretariatan    yang    meliputi     administrasi

kepegawaian, keuangan., umum dan membuat laporan pelaksanaan tugas.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada uraian (2) di alas adalah :

a.    Menyusun rencana dan program kerja sebagai pedoman.
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b.    Membagi tugas I(epada bawahan sesuai tugasnya.

c.    Memberi petunjuk kepada agar pelaksanaan tuga§ dapat berjalan lancar.

d.    Menilai  hasil  keria bawahan dengan cara mengevaluasi  hasil pelaksanaan

tugas.

e.    Menilai  prestasi kerja bawahan untuk pembinaan kqrir.

f.     Melaksanakan   dan   mengelola   manajemen   kesek.retariatan   kecamatan

untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

9.    Melaksanakap    administrasi    kepega\`.aian,    keuangan    d.an    administrasi

umum.

h.    Memberikan  layanan  teknis  administrasi  kepada  camat,  seksi-seksi  dan

seluruh stat`.

i.     Menginventarisasi,  mengelola dan  mengevaluasi  d?ta balk pemerintahan,

pembangunan   dan   kemasyarakatan   serta   inforTnasi   untuk   pembinaan

penyelenggaraan tugas umum, penyelenggaraan pemeriii|ahan kecamatan

pembangunan, pembangunan dan kemasyarakatan.

j.     Memberikan saran alternatif kepada camat untuk  kelancaran pelaksanaan

tu8as.

k.    Membuat laporan sebagai bahan pertanggungja\`'aban pelaksanaan tugas.

I.     Mengkoor.dinasikan  tugas  seksi-seksi   agar  dalam  pe.Iaksanaannya  dapat

berjalan lancar.

in.   Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.          .
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3.    Seksi  Peranghat Bawahan dan Otonomi Desa mempunyai tugas menyusun

rencana     penyelenggaraan     urusan     pemerintahan  `  umum,    pemerintahan

kelurahan dan pemerintahan desa serta membuat laporan pelaksanaan tugas.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada uraian (3) di atas adalah :

a.    Menyusun rencana dan pedoman kerja sebagai pedoman.

b.    Memberi  petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai

tujuan yang hendak dicapai.

c.    Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar

dapat berjalan dengan lan.car.

pelaksanaan

d.    Mcnilai  hasil  kcrja bawahan dcngan cara mcngcvaluasi basil

tugas.

.         c.    Mcnilai hasil  kcria bawahan untuk pcmbinaan karl.ct.

I          f.    Melaksanakan pembinaan. ketentraman dan  ketertiban dengan  koordinasi

.          instansi  tcrkait.

9.    Mempersiapkan   bahan   dan    data   untuk    pembinaan    i.diologi    negara.

'it      kesatuan   bngsa   dan   peningkatan   partisipasi   politik   masyarakat   lintas

kelurahan dan desa.

h.    Mempersiapkan   bahan   dan   data   setiap   organisasi   politik,   organisasi

kemasyarakatan dan lembaga masyarakat lainnya.

i.     Mempersiapkan bahan  dan data untuk penyelenggaraan pemilihan umum

(PEMILU).

j.     Melaksanakan pembinaan keagrariaan dan tertib pertanahan.

k.    Memberikan saran altematif kcpada camat untuk kelancaran pelaksanaan

tugas.
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I.     Membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

in.   Melaksanakan tugas kedipasan lainnya yang,diberikan olehh atasan.

4.    Seksi       Pemberdayaan       dan       Kesejahteraan      Sosia]       Masyarakat

Desa/Kelurahan     mempunyai     tugas    menyusun    rencana    melaksan.akan

pembinaan    pembanLinan,    pembinann    kesejahteraan    sosial.  , sarana   dan

prasarana    pelayanan    umum,    perekonomi.an,    produksi,    distribusi,    serta

pembinaan lingkungan  hidup.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada uraian (4) di. atas adalah :

a.   'Menyusun rencan dan program kerja sebagai pedoman.

b.    Me.mberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan

lancar.

c.    Membalgi tugaskepada bawahan sesuai bidangny.a agar pelaksanaan tugas

dapat bebalan dengan .Iancar.

d.    Menilai  hasil  kerja bawahan dengan cara mengevaluasi  hasil pelaksanaan

tu8as.

•      e.    Menilai prestasi kerja bawahan untuk pembinaan karier.

f.    Merencanakan,    menyusun    dan    menyelenggarakan    program-program

kegiatan      pemberdayaan     masyarakat     serta     pembinaan     pelayanan

kesejahteraan sosial dan bantuan lintas keluruhan dan desa.

9.    Merencanakan  dan  melaksanakan    pembinaan  pembangunan  sarana  dan

prasarana pelayanan umhm bagi masyarakat.
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-h.    Merencanal{an  dan  menyusun  serta  menge`/aluasi  program  pelaksanaan

kegiatan     perekonomian     masyarakat     serta     peningkatan     kesehatan

masyaTakat dan keluaTga berencana lintas kelurahan dan desa.

5.   Seksi pelayanan umum

Seksi  pelayanan  umum  mempunyai  tugas  menyu,sun  rencana.  melaksanakan

unsur  pelayanan   umum   yang  meliputi   inventat¢i;9asi   kekayaan   kecamatan.

kelurahan dan  desa, kebersihan,  perizinan,  sarana dan  prasarana iimum  sera

membuat laporan pelaksanaan tugas :

Uraian tiigas sebagaimana dimaksud pada uraian (5) di alas adalah :

a.    Menyusun Tencana dan program ker.ia sebagai pedoman.

b.    Memberi petunj.uk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berj.alan

dengan lancar.

c.    Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas

dapat berjalan dengan lancar.

d.    Menilai  hasil  ken.a bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan

tugas.

e.    Menilai hasil ken.a bawahan untuk pembinaan karir.

f.     Melaksanakan  pembingan   kegiatan   inventarisasi   kekayaan   kecamatan.

\\

kelurahan dan desa.

9.    Menyelenggarakan     pembinaan     penyuluhaan     kebersihan     ljngkungan

kepada masyarakat.
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h.    Merencanakan   dan   melakasanakan       serta   mengevaluasi   pembinaan

kegiat;n  penataan  keindahan  lingkungan  dan  peTtamanan ,serta  sanitasi

lingkungan.

i.     Merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi pembinaan kegiatan

peningkatan sarana dan prasarana umum masyarakat.

j.     Melakukan   in\tentarisasi   sarana  dan  prasarana  publik  yang  diperlukan     .

oteh masyarakat.

k.    Menyelenggarakan penyediaan dan kelancaran pelayanan jasa-jasa publik

yang diperlukan ol.eh masyarakat.

I.     Melaksanakan  kegiatan  admini.strasi  dan  pelayanan  di  bidang  perizinan

dan rekomendasi lainnya pada masyarakat.

in.  Memberikan     informasi     yang     akurat     kepada     masyarakat    dengan

mensosialisasikan setjap kebijakan pemerintah.

n.    Memberikan saran altematifkepada camat untuk pelaksa-naan tugas.   '-         h

o.    Membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

p.    Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

6.    Kelompok Jabatan  Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebahagian
'\

tugas camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

a.    Kelompok  jabatan   fungsional   dimaksud  pada  bagian   6   ini   terdiri   daTi

sej.umlah  tenaga  dalam  jcnjang  fungsional  yang  tcrbagi  dalam  berbagai

kelompok `sesuai dengan bidang keahliannya.
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b.    Setiap  kelompok tersebut pada ayat (a) bag{an  ini  dipimpin  oleh seorang

tenaga fungsional senior yang djtunjuk oleh bupati.

c.    Jumlah  jabatan  fungsional  tersebut  pada  ayat  (a)  bagian  ini  ditentukan

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

d.    Jenis jenjang I.abatan  fungsional  pada  bagian  (ao  bag,iaT. ini  ditentukan

berdasarkan. kebutuhan  dan beban kerja..



BAB  IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

•       Suksesnya  pembangunan  di  pedesaan  sangat  ditentukan  oleh  peranan  setiap

peml.mpin   khususnya   camat   sebagai   kepala   wilayah   dan   kepala   pemerintahan.

Pelaksanaan  kepemimpinan  pada  dasamya  mengalir  dari  alas  ke  bawah  atau  dari.

atasan  ke bawahan, dem].kian pula depgan di  Kantor Camat Mappedeceng: dalam  hal

ini    pemegang    kepemimpinan    tertinggi.__adalah    camat   yang    selanjutn}'a

berjenjang turiin pada jenjang selanjutnya yang ada di bawahnya sampai. pad

}iang terendah.

Adapun  peranan  camat  dalam  pembangunan  pedcsaan  yang  akan  diura'ik`an

sebagaimana   telah   dikemukakan   terdahulu   yang   dibatasi   pada  4   (empat)   tahap

pelaksanaan  pembangunan yaitu  :  tahap perencanaan,  tahab  pelaksanaan,  koordinasi

dan  pelaksanaan  pengawasan.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut  te.Iah  diperoleh  data

mengenai  pelaksanaan  peranan  Camat  Mappedeceng  Kabupaten  Luwu  Utara. yang

diuraikan   berdasarkan   tahap-tahap   pelaksanaan   pembangunan   berdasarkan   hasil

pengisian  kuesioner  yang  djkomlirmasikan  dengan  hasil  \va\vancara  dcngan  tokoh-

tokoh masyarakat  Kecamatan  Mappedeceng yang dijadikan sebagai  informan dalam

penelitian  ini:

A.   Perzinfln C'amat Dalam Tahap Pcrcncanafln

Pcmbangunan   pedcsaan  mcrupakan   upaya  untuk  memenuhi  kebutuhan
_-`_

n.vata  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa.   Kemandirian  bangsa
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Berdasarkan  hasil  \vawancara  dengan  beberapa  informan  dan  responden

diungkapkan  bahwa  banyaknya  responden  yang  menyatakan  b.ahwa    r`endahnya

perhatian camat terhadap pembangunan dan peningkatan jalan di daerahnya karena

selama  camat  (1999 -sekarang)  belum  ada yang jelas  pembangunan jalan  yang

dilaksanakann\.a.

i   UntuL-  meningkatkan   kesejahteraan   rakyat   pedesaan,   maka  salah   faktor    '

yang`  menentukan  adalah  sarana  dan  prasarana  jalan.   0leh  karena  I.tu  seorang

camat  sebagai  kepala  pemcrintahan  dan  pembangunan  seharusnya  tl.dak  hanya

akttT  di   bidang   pembangunan   pot.itik   tetapi   sebaiknya   lebih   aktif  di   bidang

pempangunan ekonomi, sosial dan budaya.

i.  Kemudian  untuk  mengetahui  pelaksanaan  penyuluhan  pembangunan  dan

peningkatanjalan dalam wilayah Kecamatan Mappedeceng disaj.ikan pada tabel 4.

•"                                               Tabel 4

Tanggapan Responden Tentang Penyuluhan P,eningkatan
Jalan Yang Dilaksanakan Oleh Camat

NO. JAWABAN RESPONDEN F % KET.
I Sering 3 7,5
2 Kadang-kadang 7 17.5

3 JaTan8 '3 32,5
4 Tidak pemah 17 42.5

JUMLAH 40 loo
Sumber :  Data primer 2002

Data Tabel 4 menunjukkan .bahwa dari 40  responden ada  17 (42.5 %) yang

me.ngatakan   bahwa   ..tidak   pemah"   camat   melaksanakan   penyuluhan   tentang
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Tabel 5

Tanggapan Responden Tentang Kehadiran Camat Dalam Rapat
Penyusunan Rencana Pembangunan Peningkatai` Jalan

Dalam wilayah Kecamatan Mappedeceng           .

NO. JAWABAN RESPONDEN F % KET.
1 Sering 15 •  37,5
2 Kadang-kadang 12 30
3 Jaran8 .8 20
4 •I`idak pemah

5 12.5

JUMLAH 40 loo
Sumber :  Data primer 2002

Data Tabel  5  menunjukkan bahwa dart 40 responden ada  I 5 (3`7.5  %) yang

mengatakan    bahwa    `.sering"    camat    menghadiri    rapat    penyusunan    rencana

pembangunan peningkatan jalan dalam  Wilayah Kecamatan Mappedeceng, dan  12

(   30   %)   yang   berpendapat   bahwa   camat   "kadang-kadang"   menghadiri   rapat

perencanaan   pembangunan   dan   periingkatan  jalan.   Kc`mudl.an   8   (20   %)   yang

berpendapat bahwa  `.jarang`-  camat  menghadiri  rapat  perencanaan  pembangunan

dan  peningkatan  jalan,  dan  5  (12,5  %)  yang  berpendapat  bariwa  camat  "tidak

pemah" menghadirl.  rapat perencanaan pembangunan dan peningkatan jalan dalam

wilayah Kecamatan Mappcdeceng.

Tingginya frekuensi responden yang mengatakan bahwa camat j.arang hadir

dalam    rapat   penyusunan   perencanaan   pembangunan   jalan   karena   rapat   itu

dilaksanakan  pada  tingkat  desa  yang  di.laksanakan  oleh  Kepala  Desa  dan  LKMD

sctempat.   Jadi   memang   Pak   camat   tidak   pcrlu   hadir   pada   rapat   pcnyusitnan

rencana pembangunan jalan jika rapat itu d€laksanakan di tingkat desa.
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Untuk   mengetahui   bagaimana  realisas`   usulan  pembangunan   prasarana

j.alan di wilayah Kecamatan Mappedeceng disajikan pada label 7.

Tabel 7

Tanggapan Res.ponden Tentang Realisasi Usulan pembangunan dan
Peningkatan Jalan Dalam wilayah Kecamatan Mappedcceng

NO. JAWABAN RESPONDEN F % KET.
I Sering direalisasikan 1 10

2 Kadang-kadang 15 37,5
3 Jarang direalisasikan 17 42.5
4 Tidak pemah 4 10

JUMIJAl-I 40 loo

Sumber : Data primer 2002

Data Tabel  7 menunjukkan bahwa dari J0  responden ada  I 7 (42,5 %) yang

mengatakan  bahwa  usulan  pcmbangunan  dan  peningkatan jalan  dalam  Wi.Iayah

Kecamatan    Mappedeceng   .`j.arang   direalisasikan`.,    dan    15    (   37,5    °/o)   yang

iq

berpendapat  bahwa  u§ulan  camat  tentang  pembangunan  dan  peningkatan  ja]an

"kadang-kadang    dirsall.sasikan'',    Kemudian    rfuasjng-masing    4    (]0    %)    yang

berpendapat  bahwa~.usulan'Tcamat  tentang  pembangunan  dan  peningkatan  jalan

"serl'ng direaljsasikan" dan "tidak pemah direalisasikan".

Berdasarkan   hasil   \vawancara  derigan  beberapa   responden  di.ungkapkan

bahwa    setiap   tahunnya    pembangunan   jalanan    di    Kecamatan    Mappedeceng

tergolong cukup banyak, namun karena Kecamatan Mappedeceng cukup luas dan

memiliki  banyak desa, sehingga kadang-kadang ada desa tidak mendapat prion.tas

pembangunan  jalan.   Apalagi   desa-desa   yang   ada   dalam   wilayah   Kecamatan

Mappedeceng termasuk desa-desa baru yal.tu hasil pemekaran pada tahun 2000 dan

masih tergolong dcsa swadaya bahkan ada desa masih berstatus desa persiap{iii.
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dalam  Wilayah Kecamatan Mappedeceng "sering" di]aksahakan oleh camat, dan

I I  (  27,5  %)  yang  berpendapat  bahwa  "kadang-kadang"  camat  melaksanakan

koordinasi   dalam   pelaksanaan   pembangunan   dan   peningkatan   jalan   dalam'

wilayah   Kecamatan   Mappedeceng.   Kemudian   9   (22,5   %)  yang   berpendapat

bahwa "jarang" camat melaksanakan  koordinasi  pelaksanaan pembangunan dan

peningkatan  jalan,   dalam   rangka   perbaika.n   prasarana  jalan   dalam   wilayah

Kecamatan Mappedeceng.

Berdasarkan  hasil  \va\\'ancara  dengan. bcbcrapa  responden  di.ungkapkan

bahwa  apabila  camat  tidak  mengliadiri  rapat koordjnasi .I.ika  beliau  ada  ilrusan

yang  lebih penting di  tingkat Kabupalen yang bersamaan waktunya dengan  rapat

koordinasi tersebut. Tetapi apabila camat berhalangan , maka sclalu ja menunjuk

seorang/sekretarisnya untuk mcnggatikan bell.au.

Kemudian   untuk  mengetahui   kehadiran  camat  dalam   rapat   koordinasi'

pelaksanaan   pembangunan   dan   peningkatan  jalan   dalam   wil.ayah   Kecamatan

Mappedeceng disajikan pada tabel  13.

Tabe[    13

Tanggapan Responden Tentang Kehadiran Camat Dalam
Rapat Koordinasi Peningkatan Jalan Dalam

Wilayah Kecamatan Mappedeceng

NO. JAWABAN RESPONDEN F % KET.
1 Sering 20 50
2 Kadang-kadang '6 40
J Jarang. J. 7,5
4 Tidak pemah I 2,5.

JUMLAH 40 loo

Sumber : Data plimer 2002
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Data Tabel  ]4 menunjukkan  bahwa dari 40 responden ada 24 (60 a,o) yang

mengatakan  bahwa pelaksanaan rapat koordinasi.  pembangunan dan peningkatan

jalan  dalam  WI.layah  Kecamatan, Mappedeceng sudah  "tepa-t",  dan  15  (  37,5  %)

yang      berpendapat      bah\`'a      p%laksanaan      rapat      koordinasi      pelaksanaan

pembangunan  dan  peningkatan ja|an  dalam  Wilayah  Kccamatan  Mappedeceng

tergolong  "kurang  tepat.`.  Kemudian   I   (2,5  °/o)  yang  berpendapat  bahu.`a  rapat

koordinasi   pelaksanaan   pembangunan   dan   peningkatan  j.alan   dalam   wilayah

Kecamatan Mappedi`ceng tergolong "sangat tepat".

Kcmudian    untuk    mcngctahui    kclcngkapan    pcscrta    rapat    koiirdinasi

pelaksanaan   pcmbangunan   dan   pcningkatan  jalan   dalam   wilayah   Ki`camatan

Mappedecung disajikan pada tabel  15.

Tabcl     15

Tanggapan Responden Tentang Kelengkapan Peserta Rapat
Koordinasi. Pelaksanaan Pembangunan Peningkatan

Jalan Dalam Wilayah Kccamatan Mappcdeccng

NO. JAWABAN-RESPONDEN F
'%'

KET.
I Sangat lcngkap I 2,5
2 Lengkap 16 40
3 Kurang lengkap 23 57,5
4 SanEat kurang - -

.'UMLAH. 40 100 I

Sumber : Data primer 2002

Data  Tabcl   15   mcnunjukkan  bah'wa  dari.  40   rcspondcn  ada  23  (57,5  %)

yang  mengataki`n  bah\`.a  dalam  rapQt  koordi'ni`sl.  bclaksi`nann  pembangumn  dan
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peningkatan jalan dalam Wilayah Kecamatan Mappedeceng pesertanya tergolong

"kurang  lengkap",  dan   16  (  40  %)  berpendapat  bahwa  dalam  rapat  koordinasi

pelaksanaan  pembangunan  dan  peningkatan  jalan  dalam  Wilayah  Kecamatan

Mappedeceng   pesertanya   tergolong   "lengkap".   Kemudian    I    (2,5   %)   yang

belpendapat   bahwa   dalain   rapat   koordinasi   pelaksanaan   pembang.unan   dan

penl.ngkatan j.alan dalam  wilayah  Kecamatan  Mappedeceng pesertanya tergolong

•`sangat lengkap...

Ji.ka diperhati.Ran peranan camat dalam koordi.nasi peribangunan prasarana

jalan  dalam  wila.vah  Kecamatan  Mappedeceng  sudah  tergolong  cukup,  namun

masih  ada  beberapa  hal   yang  dianggap  kurang.   Hal   itu  tidak  dapat  di.hiiidari

karena  volume  keria  seorang  camat yang  sudah  cu.kup  pada,  sehingga  kadang-

kadang  memang  sudah   sangat  sukar  diatur,  sehingga.  pasti   ada   hal-hal   yang

menghalangi  untuk semua dilaksanakan dengan baik dan sempuma.

D.    Pcranan Camat Dalam Pcngawasan Pclatsanaan Pembangunan Prasarana
Jalan

Pengertian  pengawasan  pada  umumnya  adalah  kegiatan  yang  dilakukan

untuk    mencegah    sedini    mungkin    tejadinya    penyimpangan-penyimpangan,

pemborosan-pemborosan, dan kegagalan-kegagalan dalam mencapai tujuan.

Sasaran  pengawasan  adalah untuk dapat mewujudkan efisiensi, efektivitas,

penghematan  dan  ketertl.ban  dalam  pelaksanaan  pengawasan.  dimana  daTi  hasil
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Data Tabel  ]6 menunjukkan bahwa dan. 40 responden ada 20 (50 %) yang

mengatakan  bahwa  camat  ..kadang-kadang"  datang  melaksanakan  pengawasan

pada pelaksanaan pemban.ounan dan peningkatan jalan dalam Wilayah Kecamatan

Mappedeceng,  dan   10  (  25  %)  yang  berpendapat  bahwa  camdt  "sering"  datang

melaksanakan     pengawasa`n  dalam  pelaksanaan  pembangunan  dan  peningk.atan

jalan   dalam   Wilayah   K`ecamatan   Mappedeceng.   Kemudian    10   (25   %)   yang

berpendapat bahwa camat n.iarang`: datang dalam  melaksanakan pengawasan  pa

pelaksanaan   pembangunan   dan   peningkatan.jalan   dalam   wilayah   Kecamq,:

Mappedeceng.

-''.   tt,,,.ap;:?r:.?)

•.\.S:=jg
Kemudian     un(uk     mengetahui     kesesuaian     rencana     dan     pelaksanaal'``   .-=;?:.A

pengawasan   pelaksanaan   pembangunan   dan   peni.ngkatan  jalan   dalam   wilayah

Kecamatan Mappedeceng disaji.kan pada tabel  17.

Tabel     17

Tanggapan Responden Tentang Kesesuajan Rencana dan
Pe'jaai:anns:a|a:e#,:ryaashanK::;amk:?:naa#appep:g::gn¥gpan

NO. JAWABAN RESPONDEN F % KET.
1 Sangat sesuai 2 5 I

2 Sesuai 22 55
3 Kurang sesuai 15 37,5
4 Sangat kurang sesuai- 1 2,5

JUMLAH 40 loo

Sumber : Data primer 2002

Data Tabel  17 menunjukkan bahwa dan. 40 responden ada 22  (55  0/o) yang

mengatakan bahw.a pelaksanann pengawasan pembangunan dan pen.ingkatan jalan

dalam  Wilayah  Kecamatan Mappedeceng sudah "sesuai dengan rencana``, dan  15 (
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(  35  %)  yang  berpendapat  bahwa  pelaksanaan  pengawasan  pembangunan  dan

peningkatan jalan  dalam  Wilayah  Kecamatan  Mappedeceng  tergolong  "lancar".

Kemudi.an  3  (7,5  %)  yang  berpendapat  bahwa  pelaksanaan  pengawasan  dalam

pembangunan  dan  peningkatan  jalan  dalam  wilayah  Kecamatan  Mapped

tergolong "sangat kurang lancar".

Berdasarkan   hasil   \va\vancara   dengan   beberapa   responden   dan

masyarakat  diungkapkan  bahwa kurang  lancam.va  pelaksanaan  pengawasap  yang

dilakukan  oleh  camat  disebabkan  oleh  beberapa  hal  antara  lain  : jauhnya  lokasi

pembangunan jalan yang dilaksanakan dan sangat sukar dijangkau kendaraan roda

empat, dan padatnya tugas-tugas camat sebagai kepala pemerintahan.
+-

Kemudian      untuk      mengetahui      kedisiplinan      camat      melaksanakan

pengawasan   pelaksanaan   pembangunan   dan   peningkatan  jalan   dalz}m   tvilayah

Kecamatan Mappedeceng di.sajikan pada tabel  19.

Tabel     19

Tanggapan Responden Tentang Kedl.sipll.nan Camat Dalam
Melaksanakan Pengawasan Terhadap Peningkatan Jalan

Dalam Wlayah Kecamatan Mappedeceng

NO. JAWABAN RESPONDEN F % KET.
I Sangat disiplin 3 7,5
2 Disiplin 18 45
J Kurang disiplin 16 40
4 Sangat kurang disiplin J 7,5

JUMLAH 40 loo
Sumber : Data pn.mer 2002
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Data Tabel  19 menunjukkan bahwa dari 40 responden ada  I § (45 %) yang

mengatakan    bahwa    camat    melaksanakan    pengawasan    pembangunan    dan

peningkatan  jalan   dalam   Wi]ayah.  Kecamatan   Mappedeceng   sudah   tergolong

"disiplin",   dan    16   (   40   %)   yang   berpendapat   bah`.va   camat   melaksanakan

pengawasan   pelaksanaan   pembangunan   dan   peningkatan ....jalan   dalam   Wilayah

Kecamatan  Map.Pedeceng.  tergolong'"kurang disiplin".  Kemu.dian  masing-masing

3   (7.5   °/o)  yang  berpendapat  bahwa   camat  melaksanakan   pengawasan   dalam

pelaksanaan   pembangunan   dan   peningkatan   jalan   dalam   wilayah   Kecamatan

Mappedeccng tergolong "sangat disiplin" dan "sangat kurang disl.plin...

Kemudian  untuk  mengetahui  manfaat  setiap  pembangunan  dan  pening-

katan jalan dalam wilayah Kccamatan Mappedeceng dl.sajikan pada tabel 20.

Tabel    20

Tanggapan Responden Tentang Manfaat Pembangunan Peningkatan
u Jalan Dalam Wilayah Kecamatan Mappedeceng

NO. JAWABAN RESPONDEN F % KET.
1 Sangat bemanfaat 20 50
2 Bermanfaat 14 35
3 Kurang bemanfaat 6 15

4 Sangat kurang belmanfaat - -

JUMLAH 40 100

Surfuber : Data primer 2002

Data Tabel 20 menunjukkan bahwa dan. 40 responden ada 20 (50 %) yang

mengatakan    bahwa    pembangunan    dan    peningkatan    jalan    dalam    Wilayah

Kccamatan Mappedeceng hasilnya tergolong "sangal bermanfaat"` dan  14 ( 35 0,`a)

yang  berpendapat  bahwa  pembangunan  dan  peningkatan  jalan  dalam  Wilayah
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;aencga::inn:aappa:bdaehc;:gp:]aas:'s:::at:r:::°:agn;:::adnafi:apt:'nj:::a:ad;aj:a,;n#::

wilayah Kecamatan Mappedeceng hasl.lnya tergo]ong "kurang.bermanfaa-i".T'< .  ~-;      .^`ty

::ifen_;`:`:-Kemudian  untuk  mengetahui  efektivitas  setl.ap  pembangunan

katan  jalan dalam wilayah Kecamatan Mappedeceng disajikan pada label  I 3.

Tabel    21

Tanggapan Responden Tentang Efektivitas Setiap Pembangunan
Peningkatan Jalan Dalam Wilayah Kecamatan Mappedeceng

NO. .IAWABAN RESI'ONDEN F'i% KET.
12J4

sangatLurangmenEefeLt,than      F;i   ;    :i::SangatriiengcfektifkanMengefektifkanKurangmengefektifkan

II

JUMLAH 40   ,    loo
Sumber : Data primer 2002
Data Tabel  21  menunjukkan  bahwa dari 40  responden  ada  18 (45 %) yang

mengatakan    bahwa    pembangunan    dan    peningkatan    jalan    dalam    Wi.Iayah

Kecamatan  Mappedeceng hasilnya sudah tergolong "sangat efektif', dan  13 ( 32,5

°/o) yang berpendapat bahwa pembangunan dan peningkatan jalan dalam Wilayah

Kecamatan  Mappedeceng  hasilnya  tergolong  "efektif..  Kemudian  8  (20  %) yang

berpendapat    bahwa    pembangunan    dan    peningkatan    jalan    dalam    wl.layah

Kecamatan  Mappedeceng hasjlnya tergolong "kurang efekti.f", dan  I  (2,5  %) yang

berpehdapat`    bahwa    pembangunan    dan    peningkatan    jalan    dalam    wilayah

Kecamatan Mappedeceng hast lnya tergolong ..saligat kurang el`ekti r.
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Peraturan dan PerundangLundangan .-

-Undang-Undang Dasar  I 945 dan Amandamen  1999; Aneka llmu Semarang

-Undang-Undang Otonomi Daerah dan Juklat;  1999; Simar Grafika, Jakarta.

-   Undang-Undang   Nomor  5   Tahun   1974   tentang  /'tJ4tJ4-/'oA/)4  /'{?»?c?r//J/ti/7tfiJ   {/;.

/racrcrA,  Pustaka Tinta Mas, Surabaya  1987.

-.   Undang:Undung  N()mar   22   'l'ahun   1999   lenlang   l'eme.rill((ih(in   I){Ie.r(Ih:   Sin(ir

Glrufiha..1ukiiria

-llndang:(lndang Ntimt]r  J3  .I.ahun  1999  lenlang l'erilhahiln Alas  (lii{lantr(lntlung

N(>iii(]r 8 .l`uhun  I 97J  !enlang Pt)k()k-J'()ktik Kepegiuwui(Iii.

-   Keptllll.s{ln   Men+ch   I)(Ilum   NeHeri   N()in()r   J6)   .l`ilhiln    I()()3   .I.cnl(ing   I'eil()nian

Orguiiisa.s-I ulun lalu  Ker.ja  l'eme>rinl{Ih  Kec{Iniill(IIi.  I)eiitlilgri~Rl. .Iuk(irlii



-Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No. 03 Tahun 2001  Tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Kecama.tan Dalam Wilayah Jkabupaten Luwu Utara.

•-   Keputusan   Bupati   Luun   Utara   No.   227   Tahun   2001   Tentang  Uraian   Tugas

Pemen.ntah Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara.

-Keputusan  Bupati  Luwu  Utara No.  243  Tahun 2001  Tentang Pelimpahan Sebagian
Kewenangan Bui]atl. Kei]ada Camat Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara.


